4.1

BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan

UUJN merupakan lus Constitutum bagi notaris beserta segala wewenang dan
tanggungjawabnya. Adapun salah satu tanggungjawab yang dibebankan kepada
notaris adalah untuk menyimpan dan menjaga protokol notaris. Ketentuan
mengenai penyimpanan protokol notaris tertuang dalam Pasal 58 hingga Pasal
65A UUJN yang mengatur bahwa penyimpanan protokol notaris dilakukan oleh
notaris dan Majelis Pengawas Daerah yang mana ruang lingkup “penyimpanan”
mencakup pemeliharaan, penyimpanan itu sendiri, dan penyerahan protokol
notaris. Selain itu, diketahui bahwa pasal-pasal tersebut mengatur pula tentang
ketentuan formal terkait retensi protokol notaris dan standar pembundelan
minuta akta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa protokol notaris
haruslah disimpan secara fisik.

Namun demikian, permasalahan muncul ketika banyaknya protokol notaris
yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum dan pejabat pembuat akta
memerlukan ruang penyimpanan yang luas beserta dengan pembundelan yang
harus menggunakan bahan-bahan bermutu tinggi agar tidak rentan akan
kerusakan yang memerlukan biaya yang tidak sedikit, sedangkan ketentuan
yang mencakup di mana dan bagaimana seyogyanya protokol notaris tersebut
disimpan belum diatur dalam UUJN. Sebagai respons, notaris-notaris telah
mengadakan forum group discussion dengan kesimpulan bahwa digitalisasi
penyimpanan protokol notaris merupakan jawaban atas permasalahan tersebut.
Namun demikian, masukan dan rancangan konsep akan digitalisasi
penyimpanan protokol notaris tersebut hanya dapat dianggap sebagai lus
Constituendum yang bersifat tidak mengikat dan belum memiliki kepastian
hukum kecuali lus Constituendum tersebut diundangkan dan/atau dijadikan
ketentuan tambahan dalam revisi UUJN yang hingga saat ini belum terdengar

akan diadakan amandemen.
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4.2

Saran

Mengingat bahwa penyimpanan protokol notaris merupakan sebuah kewajiban
yang melekat pada keprofesian notaris dan apabila dilanggar akan timbul
konsekuensi berupa sanksi yang sudah diatur dalam UUJN, maka akan sangat
bijaksana apabila digitalisasi penyimpanan protokol notaris diatur secara
terpisah melalui peraturan perundang-undangan maupun revisi UUJN. Hal ini
tentunya akan menimbulkan pro dan kontra bagi para notaris terutama kontra
bagi notaris yang sudah memasuki usia lanjut. Namun demikian, notaris adalah
pejabat umum yang dalam melakukan pekerjaannya harus mengutamakan
pelayanan umum kepada masyarakat maka segala hambatan yang berpengaruh
pada mutu dan kualitas pelayanan hendaknya dinegasikan. Selain untuk
membantu notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal,
revisi terhadap UUJN mengenai digitalisasi penyimpanan protokol notaris pun
merupakan wujud nyata dari kedinamisan hukum, yang bermakna bahwa
hukum untuk manusia adalah hukum yang dapat mengatur hal sesuai dengan

perkembangan zaman.
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